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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 09 TAHUN 2006
TENTANG

KELAS JALAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN
JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 01 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di
Pulau Kalimantan, maka bahwa dalam rangka keselamatan
dan keamanan lalu lintas angkutan jalan perlu didukung
dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi
sebagaimana mestinya;

bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi lalu lintas dan
angkutan jalan serta penetapan jalan sebagai sarana
penghubung antar moda diperlukan dalam penanggulangan
muatan lebih di Provinsi Kalimantan Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan perlu diatur  tentang Kelas Jalan dan
Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur
dengan penetapannya dalam Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3293);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang
Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan
Timur;

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang
pemberhentian sementara H. Suwarna AF dari jabatan
Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003-2008,
dan menunjuk Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, Wakil Gubernur
Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2003- 2008;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993
tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 03 Tahun 1994
tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 04 Tahun 2003
tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen
Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi cg. Dinas
Perhubungan Provinsi;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 01 Tahun 2003
tanggal 13 Januari 2003 tentang Penetapan Kelas Jalan di
Pulau Kalimantan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun
2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur ;

Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun
2006 tentang Persetujuan Penetapan 5 (lima) buah Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur, tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Timur, tentang Pajak Kendaraan di atas
Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air, tentang
pengendalian dan Pengawasan angkutan barang dijalan dalam
wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentang Kelas Jalan dan
Pengamanan Perlengkapan Jalan di Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dan
Gubernur Kalimantan Timur

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG KELAS JALAN DAN PENGAMANAN

PERLENGKAPAN JALAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

o

T a ™o

Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur;

Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
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i. Perlengkapan jalan adalah berupa rambu — rambu, marka jalan, alat pemberi
isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan
dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung

j. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan kendaraan.

k. Jaringan trasportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang
menghubungkan ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem
jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan;

l.  Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan

m. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan yang terdiri dari
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

n. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang
ada pada kendaraan itu;

0. Jumlah berat yang diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor
berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan ketentuan.

p. Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah besarnya beban maksimum sumbu
kendaraan bermotor yang diizinkan, yang harus didukung oleh jalan;

g. Daya dukung jalan adalah kemampuan / kekuatan daya dukung jalan terhadap
tekanan gandar / sumbu kendaraan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

(1) Untuk mengamankan pelaksanaan pengembangan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
mengenai kelas jalan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai
asas manfaat usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,
kepentingann umum, keterpaduan, dan kesadaran hukum.

(2) Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pengguna jalan
dalam rangka keselamatan, keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang perlu
didukung dengan kondisi perlengkapan jalan yang dapat berfungsi sebagaimana
mestinya.

(3) Untuk mencegah pelanggaran dalam muatan lebih di Provinsi Kalimantan Timur
yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan sehingga
mencapai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat,
aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN
Pasal 3
Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan dan jalan

provinsi untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi
angkutan ke berbagai pelosok daerah



Pasal 4

Perencanaan pembangunan sebagaimana yang dimaskud dalam pasal 3 tidak boleh
bertentangan dan atau keluar dari Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan yang
telah ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN KELAS JALAN
Pasal 5

Tatanan penetapan kelas jalan di daerah adalah merupakan sebagai dasar dalam
perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian lalu
lintas dan angkutan jalan yang bertujuan :

a. Sebagai suatu jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta alat pemersatu secara
terpadu dan dinamis.

b. Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai
penunjang pembangunan di segala bidang.

Pasal 6

(1) Dalam pemenuhan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, maka jalan dibagi ke dalam lima kelas jalan yaitu terdiri
dari :

a. Jalan kelas I;
b. Jalan Kelas II;
c. Jalan Kelas III A;
d. Jalan Kelas III B;
e. Jalan Kelas III C.

(2) Pengelompokan ruas-ruas jalan yang sesuai dengan kelasnya tercantum dalam
lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Perubahan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Kelas jalan menurut kemampuan daya dukung jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), yaitu :

(1) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan
jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan
ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000
milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

(2) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan
jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan
ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000
milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;



